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Abstrak: Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen kunci dalam
menunjang mutu proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), terutama pada SMK
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji implementasi manajemen sarana dan prasarana pendidikan,
mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis strategi penyelesaiannya pada SMK BLUD
di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Sewon, SMK Negeri 2 Pengasih, dan SMK Negeri 3 Wonosari. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen, kemudian
dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di SMK BLUD telah dilaksanakan secara terencana dan
sistematis sesuai dengan petunjuk teknis Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, yang mencakup
tahap perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, hingga penghapusan. Keterlibatan dunia
usaha dan dunia industri dalam tahap perencanaan menjadi faktor strategis dalam memastikan
kesesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun kendala utama yang
ditemukan meliputi keterbatasan spesifikasi peralatan akibat regulasi Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN), belum optimalnya peran industri pada beberapa program keahlian, serta prosedur
penghapusan aset yang memerlukan waktu relatif lama. Sekolah menyikapi kendala tersebut dengan
memperkuat kemitraan industri, menyeleksi penyedia barang yang sesuai regulasi, serta
mengoptimalkan pengelolaan ruang penyimpanan sementara.

Kata kunci: manajemen, sarana dan prasarana pendidikan, SMK BLUD.

Management of Facilities Infrastructure for SMK BLUD in the Special Region of
Yogyakarta in 2024. Thesis. Yogyakarta: Faculty of Education and Psychology,
Yogyakarta State University

Abstract: The management of educational facilities and infrastructure constitutes a critical component
in enhancing the quality of the learning process in Vocational High Schools (SMKs), particularly those
implementing the Regional Public Service Agency (Badan Layanan Umum Daerah/BLUD) financial
management system. This study aims to examine the implementation of facilities and infrastructure
management, identify the challenges encountered, and analyze the strategies employed to overcome these
challenges in BLUD-based SMKs in the Special Region of Yogyakarta. This research employed a descriptive
qualitative approach and was conducted at SMK Negeri 1 Sewon, SMK Negeri 2 Pengasih, and SMK Negeri
3 Wonosari. Data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis,
and were analyzed using the interactive analysis model developed by Miles and Huberman. The results
indicate that the management of facilities and infrastructure in BLUD-based SMKs has been implemented
in a planned and systematic manner in accordance with the technical guidelines issued by the Department
of Education, Youth, and Sports. The management process encompasses planning, procurement, inventory
control, utilization, and asset disposal. The involvement of business and industry sectors in the planning
stage plays a strategic role in ensuring the alignment of graduates’ competencies with labor market
demands. However, several constraints were identified, including limitations on equipment specifications
due to Domestic Component Level (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN) regulations, the suboptimal
involvement of industry partners in certain areas of expertise, and relatively lengthy asset disposal
procedures. These challenges are addressed by strengthening industry partnerships, selecting suppliers that
comply with regulatory requirements, and optimizing the management of temporary storage facilities.
Keywords: management, educational facilities and infrastructure, BLUD Vocational High School
(SMK).
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1. Pendahuluan
Dunia telah memasuki era Revolusi Industri
4.0 menuju 5.0 yang ditandai oleh integrasi Al
dan IoT dalam menghubungkan manusia dan
mesin, sehingga mengubah pola pikir,
kehidupan, dan interaksi manusia serta
berdampak luas pada berbagai sektor. Revolusi
ini juga ditandai oleh kemajuan teknologi seperti
robotika, Al, nanoteknologi, komputasi kuantum,
bioteknologi, 5G, pencetakan 3D, dan kendaraan
otonom (Ilyas et al., 2019). Hal tersebut
mendorong era digitalisasi yang memungkinkan
kolaborasi dan komunikasi real-time kapan saja
dan di mana saja, sehingga menghasilkan inovasi
yang lebih efektif dan efisien. (Purba et al.,
2021). Perkembangan industri yang pesat
menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk
mampu  beradaptasi (Hidayat et al,
2022).Namun demikian, kualitas sumber daya
manusia di Indonesia masih menghadapi
tantangan, terutama dalam aspek kompetensi
dan inovasi yang belum optimal dibandingkan
dengan negara lain (Rahman et al., 2022).
Menurut Emillia et al. (2020), menghadapi
persaingan kerja di era Revolusi Industri
menuntut transformasi keterampilan SDM,
seperti kemampuan analisis data, komunikasi,
kerja tim, responsivitas, produktivitas, dan
inovasi. Sementara itu, Rohida (2018)
menekankan pentingnya upskilling dan reskilling
sesuai kebutuhan industri, dengan keberadaan
talenta sebagai faktor kunci keberhasilan.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
dilakukan melalui pendidikan, termasuk SMK
yang bertujuan menyiapkan tenaga kerja
terampil sesuai kebutuhan industri.
Pembelajaran di SMK dirancang mencerminkan
budaya kerja industri agar lulusan siap
menghadapi dunia kerja (Kemendikbud, 2020).
Pemerintah juga mengembangkan program SMK
Pusat Keunggulan (SMK  PK) untuk
meningkatkan mutu lulusan melalui kerja sama
dengan industri, sehingga tercipta kesesuaian
(“link and match”) antara pendidikan dan
kebutuhan dunia kerja (Pudyastuti et al., 2022).
Pelaksanaan SMK PK mendorong penguatan
manajemen SMK BLUD melalui penyelarasan
dengan industri, termasuk pemenuhan sarana
dan prasarana Dberstandar industri. BLUD
bertujuan meningkatkan layanan, kesejahteraan
publik, dan mendukung pendidikan nasional
dengan memberi kemandirian finansial bagi SMK
untuk mengelola pendapatan di bawah
pengawasan komite sekolah. Hal ini sangat
relevan bagi SMK yang memiliki teaching factory
dan menerima bantuan revitalisasi, karena
pendapatan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan
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kembali untuk pengembangan sekolah. Dengan
demikian, BLUD memungkinkan pengelolaan
teaching factory secara lebih fleksibel dan
berkelanjutan (Sukirno et al., 2019). Teaching
factory menghubungkan dunia industri dengan
pendidikan dengan menekankan keterampilan
praktis siswa, sekaligus mensimulasikan suasana
kerja di lingkungan manufaktur (Isnandar et al.,

2023).
Keberhasilan implementasi SMK BLUD
sangat ditentukan oleh Kketersediaan serta

pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan
yang memadai. Sarana dan prasarana tidak
hanya berfungsi sebagai pendukung
pembelajaran teori, tetapi juga menjadi
komponen utama dalam pembelajaran praktik
dan pengembangan teaching factory (Masruroh
et al., 2023). Oleh karena itu, manajemen sarana
dan prasarana perlu dilaksanakan secara efektif
dan terintegrasi, mulai dari perencanaan berbasis
kebutuhan  kurikulum, proses pengadaan,
pencatatan aset, pemanfaatan, pemeliharaan,
hingga penghapusan (Barnawi & Arifin, 2012).
Penelitian Muslimin et al. (2021) menunjkkan
bahwa adanya manajemen fasilitas pendidikan
yang baik, mampu meningkatkan kualitas proses
pembelajaran, walaupun pada kondisi pandemi
covid-19.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan
prasarana yang dilakukan secara sistematis serta

melibatkan seluruh pemangku kepentingan
sekolah berkontribusi positif terhadap
peningkatan mutu pembelajaran kejuruan

(Humairah et al., 2026; Chasovy et al., 2023;
Datulinggi et al.,, 2021). Namun demikian,
sebagian besar kajian tersebut masih berfokus
pada sekolah reguler, sehingga belum
sepenuhnya merepresentasikan kompleksitas
pengelolaan sarana dan prasarana pada SMK
yang berstatus BLUD. Pada konteks SMK BLUD,
pengelolaan aset dihadapkan pada tantangan
tambahan, seperti tuntutan kesesuaian dengan
standar industri (link and match), regulasi
pengadaan barang berbasis Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN), serta prosedur
penghapusan barang milik daerah yang relatif
panjang.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian
mendalam mengenai praktik manajemen sarana
dan prasarana pendidikan pada SMK yang telah
menerapkan pola BLUD. Penelitian ini tidak
hanya memaparkan implementasi manajemen
sarana dan prasarana, tetapi juga
mengidentifikasi hambatan spesifik yang muncul
akibat regulasi dan dinamika kemitraan industri,
serta strategi yang diterapkan sekolah untuk

~-2702 -


https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2352

Ideguru: Jurnal Karya limiah Guru
p-ISSN 2527-5712 ; e-ISSN 2722-2195

mengatasinya. Dengan demikian, hasil penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
praktis bagi pengelola SMK BLUD serta menjadi
bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan
dalam merumuskan strategi pengembangan
sarana dan prasarana pendidikan kejuruan yang
adaptif terhadap kebutuhan industri.
Berdasarkan latar belakang tersebut,
penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta, mengidentifikasi berbagai kendala
yang dihadapi, serta menganalisis upaya
penyelesaian yang dilakukan oleh pihak sekolah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain deskriptif yang
bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran
komprehensif mengenai pengelolaan sarana dan
prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) yang menerapkan pola Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD). Pendekatan
kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti
memahami fenomena pengelolaan sarana dan
prasarana secara mendalam sesuai dengan
konteks dan kondisi nyata di lingkungan sekolah.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2024 di
tiga SMK Negeri berstatus BLUD yang berada di
Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu SMK Negeri 1
Sewon, SMK Negeri 2 Pengasih, dan SMK Negeri
3 Wonosari. Penentuan lokasi penelitian
dilakukan secara purposif dengan pertimbangan
bahwa ketiga sekolah tersebut telah menerapkan
sistem pengelolaan sarana dan prasarana
berbasis BLUD serta memiliki variasi program
keahlian yang mencerminkan karakteristik
pendidikan kejuruan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi
data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dari informan yang memiliki
keterlibatan langsung dalam pengelolaan sarana
dan prasarana sekolah, antara lain kepala
sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan
prasarana, pengelola perencanaan anggaran,
pengurus barang, serta bendahara sekolah.
Pemilihan informan dilakukan secara purposif
dengan tujuan memperoleh informasi yang
relevan dan mendalam pada setiap tahapan
manajemen sarana dan prasarana. Sementara itu,
data sekunder bersumber dari dokumen resmi
sekolah, seperti dokumen perencanaan anggaran,
laporan inventaris aset, serta peraturan dan
petunjuk teknis terkait pengelolaan barang milik
daerah.

Pengumpulan data dilakukan melalui
beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam,
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observasi lapangan, dan studi dokumentasi.
Wawancara mendalam berakar pada upaya
memahami pengalaman hidup individu serta
makna yang mereka Dberikan terhadap
pengalaman tersebut (Taylor et al.,, 2016),

Wawancara mendalam  digunakan untuk
menggali informasi mengenai proses
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,

pemeliharaan, hingga penghapusan sarana dan
prasarana pendidikan. Observasi tidak sekadar

melihat, tetapi dilakukan secara sistematis
dengan mengamati dan mencatat orang,
peristiwa, perilaku, serta berbagai aspek

lingkungan (Cohen et al.,, 2018). Observasi
lapangan dilakukan untuk mengamati secara
langsung kondisi sarana dan prasarana sekolah,
termasuk penataan ruang praktik, laboratorium,
serta  sistem  penyimpanan aset. Studi
dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkuat
data hasil wawancara dan observasi melalui
penelaahan  dokumen  perencanaan  dan
pengelolaan aset sekolah.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga
melalui penerapan teknik triangulasi metode,
yaitu dengan membandingkan dan
mengonfirmasi data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik
ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas
temuan penelitian serta meminimalkan potensi
bias dalam proses penafsiran data (Abdalla et al.,
2018).

Analisis data dilakukan dengan
menggunakan model analisis interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi tiga tahapan utama,
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan
menyeleksi, memfokuskan, dan merangkum data
yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang
telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk
uraian deskriptif dan tabel untuk memudahkan
pemahaman. Tahap akhir adalah penarikan
kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara
berkelanjutan selama proses penelitian hingga
diperoleh temuan yang konsisten dan mampu
menjawab tujuan penelitian (Idrus, 2009).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta, yang meliputi SMK Negeri 1 Sewon,
SMK Negeri 2 Pengasih, dan SMK Negeri 3
Wonosari, secara umum telah dilaksanakan
secara sistematis dan mengacu pada petunjuk
teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga. Status BLUD memberikan
keleluasaan bagi sekolah dalam mengelola
sarana dan prasarana tidak hanya sebagai
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penunjang pembelajaran, tetapi juga sebagai aset
produktif yang mendukung layanan pendidikan
dan unit produksi sekolah (teaching factory).

Tabel 1. Ringkasan pelaksanaan manajemen
sarana prasarana SMK BLUD

No Tahapan Temuan Utama di
' Manajemen Lapangan
Melibatkan mitra industri
1. Perencanaan dalam sinkronisasi alat

praktik (link and match)

Menggunakan dana BOS,
APBD, dan pendapatan
mandiri BLUD

Pencatatan melalui aplikasi

2. Pengadaan

. . SIMASET dan penataan

3. Inventarisasi .

berbasis zona

(reguler/TEFA)

Optimalisasi alat untuk unit
4. Pemanfaatan produksi dan layanan

masyarakat

Kendala pada birokrasi

5. Penghapusan yang memakan waktu lama

(lebih dari 1 tahun)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap
perencanaan sarana dan prasarana pendidikan
pada SMK BLUD di Daerah Istimewa Yogyakarta
telah dilaksanakan secara terstruktur dan
sistematis dengan mengacu pada kebutuhan
kurikulum, standar kompetensi lulusan, serta
arah pengembangan teaching factory. Proses
perencanaan tidak dilakukan secara sepihak oleh
manajemen  sekolah, melainkan  melalui
koordinasi antara pimpinan sekolah, pengelola
sarana dan prasarana, serta masing-masing
program keahlian.

Perencanaan sarana dan prasarana diawali
dengan identifikasi kebutuhan alat dan fasilitas
pembelajaran praktik yang disesuaikan dengan
capaian pembelajaran dan perkembangan
teknologi di dunia industri. Setiap program
keahlian menyusun usulan kebutuhan sarana
berdasarkan evaluasi kondisi alat yang tersedia,
tingkat pemanfaatan, serta relevansinya dengan
standar industri. Usulan tersebut selanjutnya
dibahas dalam forum perencanaan sekolah untuk
diselaraskan dengan kemampuan anggaran dan
prioritas pengembangan sekolah.

Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri
dalam tahap perencanaan menjadi salah satu
karakteristik penting pada SMK BLUD. Mitra
industri dilibatkan dalam proses sinkronisasi
spesifikasi alat praktik agar sarana dan prasarana
yang direncanakan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja. Pelibatan industri ini
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dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti
forum sinkronisasi kurikulum, diskusi teknis,
serta masukan langsung dari mitra industri yang
telah bekerja sama dengan sekolah. Dengan
demikian, perencanaan sarana dan prasarana
tidak hanya berorientasi pada pemenuhan
administrasi, tetapi juga pada relevansi
kompetensi lulusan (link and match).

Selain mempertimbangkan aspek kebutuhan
pembelajaran,  perencanaan sarana dan
prasarana pada SMK BLUD juga memperhatikan
potensi pemanfaatan aset sebagai sarana
pendukung unit produksi dan layanan jasa
pendidikan. Sarana dan prasarana yang
direncanakan diarahkan agar dapat digunakan
secara  optimal, baik untuk kegiatan
pembelajaran reguler maupun untuk mendukung
kegiatan teaching factory yang berorientasi pada
peningkatan kompetensi siswa dan kemandirian
sekolah.

Dari sisi pembiayaan, perencanaan sarana
dan prasarana disusun dengan memperhitungkan
berbagai sumber pendanaan yang dimiliki
sekolah, seperti dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), serta pendapatan
mandiri yang diperoleh melalui pola BLUD.
Fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD
memberikan ruang bagi sekolah untuk menyusun
perencanaan yang lebih responsif terhadap
kebutuhan pembelajaran praktik, meskipun tetap
harus mematuhi regulasi pengelolaan keuangan
daerah.

Pembahasan  terhadap  temuan  ini
menunjukkan bahwa perencanaan sarana dan
prasarana  yang  melibatkan = pemangku
kepentingan internal dan eksternal sekolah
berkontribusi  positif  terhadap efektivitas
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan.
Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa
perencanaan berbasis kebutuhan dan
berorientasi pada kemitraan industri merupakan
faktor kunci dalam meningkatkan relevansi
pendidikan kejuruan. Dengan status BLUD, SMK
memiliki keleluasaan untuk menyelaraskan
perencanaan sarana dan prasarana dengan
dinamika  kebutuhan  industri, sehingga
pengelolaan aset pendidikan menjadi lebih
adaptif dan berorientasi pada peningkatan mutu
lulusan

Tahap pengadaan sarana dan prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan
perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya
serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
sekolah. Proses pengadaan diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan pembelajaran praktik dan
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pengembangan teaching factory, dengan tetap
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan barang milik
daerah.

Sumber pendanaan pengadaan sarana dan

prasarana berasal dari berbagai skema
pembiayaan, antara lain dana Bantuan
Operasional ~ Sekolah (BOS),  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta
pendapatan mandiri sekolah yang dikelola
melalui pola BLUD. Keberagaman sumber dana
tersebut memberikan fleksibilitas bagi sekolah
dalam menentukan prioritas pengadaan sesuai
kebutuhan program keahlian, terutama untuk
mendukung pembelajaran berbasis praktik.

Meskipun memiliki fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan, proses pengadaan pada
SMK BLUD tetap harus mematuhi regulasi
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
termasuk ketentuan Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN). Penerapan regulasi ini
berdampak pada keterbatasan pilihan alat praktik
dengan spesifikasi tertentu, khususnya peralatan
yang umumnya diproduksi oleh pabrikan luar
negeri. Kondisi tersebut menuntut sekolah untuk
lebih selektif dalam memilih penyedia barang
yang mampu memenuhi persyaratan teknis
sekaligus ketentuan regulasi.

Dalam pelaksanaannya, sekolah melakukan
koordinasi antara tim manajemen, pengelola
sarana dan prasarana, serta pihak penyedia
barang untuk memastikan bahwa spesifikasi
peralatan yang diadakan tetap relevan dengan
kebutuhan pembelajaran. Pada beberapa kasus,
sekolah melakukan penyesuaian spesifikasi alat
tanpa mengurangi fungsi utama pembelajaran
praktik. Langkah ini ditempuh sebagai strategi
untuk menjembatani kebutuhan kompetensi

industri dengan keterbatasan regulasi
pengadaan.
Pembahasan  terhadap  temuan  ini

menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan

sarana dan prasarana pada SMK BLUD
mencerminkan keseimbangan antara fleksibilitas
pengelolaan keuangan dan tuntutan
akuntabilitas ~ pengelolaan  aset  publik.

Fleksibilitas yang dimiliki melalui pola BLUD
memungkinkan sekolah merespons kebutuhan
pembelajaran secara lebih cepat dibandingkan
sekolah reguler. Namun demikian, keberhasilan
pengadaan tetap sangat bergantung pada
kemampuan manajemen sekolah  dalam
memahami regulasi serta menjalin komunikasi
yang efektif dengan penyedia barang dan mitra
industri agar sarana dan prasarana yang
diperoleh benar-benar mendukung pencapaian
kompetensi peserta didik.
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Tahap inventarisasi sarana dan prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta dilaksanakan sebagai bagian penting
dari upaya pengendalian dan penatausahaan aset
sekolah.  Inventarisasi  dilakukan  untuk
memastikan seluruh sarana dan prasarana yang
dimiliki sekolah tercatat secara administratif,

teridentifikasi kondisi dan status
penggunaannya, serta mudah  dipantau
keberadaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pencatatan aset sarana dan prasarana dilakukan
melalui sistem informasi manajemen aset yang
telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Melalui
sistem  tersebut, setiap barang dicatat
berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, lokasi, serta
tahun perolehan. Pencatatan yang terintegrasi ini
memudahkan sekolah dalam  melakukan
pemantauan aset  sekaligus  mendukung
akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah.

Selain pencatatan secara administratif,
sekolah juga menerapkan penataan sarana dan
prasarana berdasarkan zona pemanfaatan.
Penataan ini membedakan antara sarana yang
digunakan untuk pembelajaran reguler dan
sarana yang dimanfaatkan dalam kegiatan
teaching factory. Pembagian zona tersebut
bertujuan untuk memudahkan pengawasan
penggunaan alat, meningkatkan efisiensi
pemeliharaan, serta meminimalkan risiko
kerusakan akibat penggunaan yang tidak
terkontrol.

Dalam praktiknya, inventarisasi tidak hanya
berfungsi sebagai kegiatan pencatatan, tetapi
juga menjadi dasar dalam pengambilan
keputusan manajerial terkait pemeliharaan,
pemanfaatan, dan penghapusan aset. Informasi
kondisi barang yang diperoleh dari hasil
inventarisasi digunakan oleh sekolah untuk
menentukan prioritas perawatan maupun
perencanaan pengadaan sarana dan prasarana
pada periode berikutnya.

Pembahasan  terhadap  temuan  ini
menunjukkan bahwa inventarisasi sarana dan
prasarana yang dilakukan secara tertib dan
sistematis berkontribusi terhadap efektivitas
manajemen aset di SMK BLUD. Penataan berbasis
zona serta pemanfaatan sistem informasi aset
memperkuat pengawasan dan transparansi
pengelolaan sarana dan prasarana. Dengan
dukungan status BLUD, sekolah memiliki peluang
untuk mengembangkan sistem inventarisasi yang
lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan
pembelajaran praktik serta pengembangan unit
produksi sekolah.

Pemanfaatan sarana dan  prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
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Yogyakarta tidak hanya diarahkan untuk
mendukung proses pembelajaran reguler, tetapi
juga dimaksimalkan untuk menunjang kegiatan
layanan pendidikan dan unit produksi sekolah.
Karakteristik ini menjadi pembeda utama antara
SMK BLUD dan sekolah reguler, di mana aset
sekolah diposisikan sebagai sumber belajar
sekaligus aset produktif yang dikelola secara
terencana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana
dan prasarana pembelajaran praktik
dimanfaatkan secara intensif dalam kegiatan
pembelajaran berbasis kompetensi, khususnya
pada program keahlian yang mengembangkan
teaching factory. Pemanfaatan alat dan fasilitas
dilakukan melalui pengaturan jadwal
penggunaan yang terstruktur agar kebutuhan
pembelajaran siswa tetap menjadi prioritas
utama. Dengan pengaturan tersebut,
pemanfaatan sarana untuk kegiatan produksi
atau layanan jasa tidak mengganggu proses
pembelajaran.

Selain untuk kepentingan pembelajaran,
sarana dan prasarana juga digunakan dalam
mendukung layanan kepada masyarakat dan
kerja sama dengan dunia usaha dan dunia
industri. Kegiatan ini meliputi jasa produksi,
pemeliharaan, maupun layanan teknis lainnya
yang relevan dengan kompetensi program
keahlian. Pemanfaatan ganda ini memberikan
nilai tambah bagi sekolah, baik dalam bentuk
peningkatan kompetensi peserta didik maupun
kontribusi terhadap pendapatan mandiri sekolah
melalui pola BLUD.

Dalam  pelaksanaannya, pemanfaatan
sarana dan prasarana diatur melalui prosedur
operasional standar yang ditetapkan oleh
sekolah. = Pengaturan tersebut mencakup
mekanisme penggunaan alat, tanggung jawab
pengguna, serta pengendalian risiko kerusakan.
Penerapan prosedur ini bertujuan untuk menjaga
kondisi sarana dan prasarana agar tetap layak
pakai serta menjamin keberlanjutan fungsi
pembelajaran praktik.

Pembahasan temuan ini menunjukkan
bahwa optimalisasi pemanfaatan sarana dan
prasarana pada SMK BLUD berkontribusi positif
terhadap efektivitas pembelajaran kejuruan dan
kemandirian sekolah. Pemanfaatan aset secara
produktif, apabila dikelola dengan pengendalian
yang baik, mampu memperkuat Kketerkaitan
antara pembelajaran di sekolah dengan
kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian,
pemanfaatan sarana dan prasarana tidak hanya
berdampak pada peningkatan mutu
pembelajaran, tetapi juga mendukung penguatan

Vol.10, No.3, September 2025
DOI : https://doi.org/10.51169/ideguru.v10i3.2352

tata kelola sekolah berbasis BLUD yang adaptif
dan berorientasi pada kemitraan industri.

Tahap penghapusan sarana dan prasarana
pendidikan pada SMK BLUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan bagian akhir dari siklus
manajemen aset sekolah yang bertujuan untuk
menertibkan barang-barang yang sudah tidak
layak pakai, rusak berat, atau tidak relevan lagi
dengan kebutuhan pembelajaran. Penghapusan
aset dilakukan untuk menjaga efisiensi
pengelolaan sarana dan prasarana serta
memastikan pemanfaatan ruang dan fasilitas
sekolah dapat berjalan secara optimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses
penghapusan sarana dan prasarana pada SMK
BLUD masih menghadapi kendala administratif
yang cukup kompleks. Penghapusan barang milik
daerah harus melalui prosedur dan mekanisme
birokrasi yang berjenjang, mulai dari tingkat
sekolah hingga persetujuan instansi terkait di
pemerintah daerah. Proses ini memerlukan
waktu yang relatif lama sehingga barang yang
telah rusak atau tidak digunakan harus disimpan
terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu.

Kondisi  tersebut  berdampak  pada
penumpukan barang di ruang penyimpanan
sekolah dan berpotensi mengurangi efektivitas
pengelolaan sarana dan prasarana lainnya.
Barang-barang  yang  menunggu  proses
penghapusan tetap harus dicatat secara
administratif dan diawasi keberadaannya agar
tidak menimbulkan permasalahan akuntabilitas
aset.

Dalam menyikapi kondisi tersebut, sekolah
melakukan berbagai upaya penyesuaian, antara
lain dengan mengoptimalkan pengelolaan
gudang penyimpanan sementara melalui
penataan yang lebih sistematis dan pemisahan
barang berdasarkan status kelayakan. Selain itu,
pihak sekolah juga melakukan percepatan
komunikasi dan korespondensi dengan instansi
terkait guna memperlancar proses penghapusan
aset sesuai ketentuan yang berlaku.

Pembahasan  terhadap  temuan  ini
menunjukkan bahwa meskipun status BLUD
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan dan pemanfaatan aset, proses
penghapusan sarana dan prasarana tetap sangat
dipengaruhi oleh regulasi pengelolaan barang
milik daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi
yang lebih kuat antara sekolah dan pemerintah
daerah agar mekanisme penghapusan aset dapat
berjalan lebih efektif tanpa mengurangi prinsip
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset
publik.

Hambatan dan Upaya Penyelesaian
Meskipun implementasi berjalan baik, ditemukan
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hambatan signifikan terutama pada regulasi
pengadaan dan penghapusan. Berikut adalah
rincian hambatan dan solusi yang diterapkan
oleh sekolah:

Tabel 2. Hambatan manajemen sarpras dan
upaya penyelesaian

No. Hambatan Upaaya.
Penyelesaian

1.  Aturan TKDN - Sulit Mencari rekanan
mendapatkan alat  penyedia yang
praktik spesifikasi  memiliki  sertifikasi
tinggi yang TKDN atau
bermerek luar modifikasi spesifikasi.
negeri

2.  Birokrasi - Optimalisasi gudang
Penghapusan penyimpanan
Barang rusak sementara dan
menumpuk di percepatan
gudang dan korespondensi ke
memenuhi ruang dinas

3. Keterlibatan Industri Memperkuat
- Beberapa jurusan kemitraan = melalui
masih minim mitra program magang

industri aktif. guru dan PKL siswa

secara intensif.

Hambatan dalam Manajemen Sarana dan
Prasarana SMK BLUD. Meskipun secara umum
pelaksanaan manajemen sarana dan prasarana
berjalan dengan baik, penelitian ini menemukan
beberapa hambatan utama. Hambatan pertama
berkaitan dengan penerapan regulasi Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam
pengadaan sarana dan prasarana. Sekolah
mengalami kesulitan dalam memperoleh alat
praktik dengan spesifikasi tinggi yang sesuai
dengan standar industri karena keterbatasan
produk dalam negeri yang memenuhi kebutuhan
program keahlian tertentu.

Hambatan kedua adalah minimnya
keterlibatan mitra industri pada beberapa
program keahlian. Tidak semua jurusan memiliki
mitra industri yang aktif memberikan masukan
terkait pembaruan sarana dan prasarana. Kondisi
ini berdampak pada keterlambatan penyesuaian
alat praktik terhadap perkembangan teknologi
industri.

Hambatan ketiga berkaitan dengan birokrasi
penghapusan aset. Proses administrasi yang
panjang menyebabkan barang yang sudah tidak
layak pakai harus disimpan dalam waktu lama,
sehingga berpotensi mengurangi efisiensi ruang
dan mengganggu pengelolaan sarana dan
prasarana lainnya.

Upaya Penyelesaian Hambatan Manajemen
Sarana dan Prasarana. Untuk mengatasi
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hambatan tersebut, sekolah melakukan berbagai
upaya strategis. Dalam menghadapi kendala
TKDN, sekolah berupaya mencari rekanan
penyedia barang yang telah memiliki sertifikasi
sesuai ketentuan regulasi atau melakukan
penyesuaian spesifikasi alat tanpa mengurangi
fungsi utama pembelajaran praktik. Langkah ini
dilakukan agar kegiatan pembelajaran tetap
berjalan tanpa melanggar ketentuan pengadaan.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan
industri, sekolah memperkuat kemitraan dengan
dunia usaha dan dunia industri melalui berbagai
program, seperti praktik kerja lapangan (PKL)
siswa, magang guru, serta sinkronisasi
kurikulum. Melalui intensifikasi kerja sama
tersebut, sekolah memperoleh masukan langsung
terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang
relevan dengan perkembangan industri.

Sementara itu, untuk mengantisipasi
lamanya proses penghapusan aset, sekolah
mengoptimalkan pengelolaan gudang
penyimpanan sementara dengan penataan yang
lebih sistematis. Upaya ini dilakukan untuk
menjaga agar barang yang sudah tidak
digunakan tidak mengganggu fungsi ruang
pembelajaran dan tetap tercatat secara
administratif hingga proses penghapusan selesai.

Secara keseluruhan, status BLUD
memberikan ruang bagi SMK untuk lebih mandiri
dalam pemeliharaan sarana prasarana melalui
pendapatan jasa layanan. Persamaan dengan
penelitian  terdahulu  adalah  pentingnya
kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola
aset, sementara perbedaannya terletak pada
fleksibilitas pengelolaan anggaran BLUD yang
tidak ditemukan pada sekolah reguler. Temuan
ini memodifikasi pandangan bahwa manajemen
sarpras sekolah negeri selalu kaku; dengan status
BLUD, manajemen sarpras menjadi lebih dinamis
dan berorientasi pada kemitraan industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan sarana dan prasarana di SMK BLUD
telah dilaksanakan secara terencana dan
sistematis ssesuai dengan petunjuk teknis Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, yang
mencakup tahap perencanaan, pengadaan,
inventarisasi, pemanfaatan, hingga

penghapusan. Keterlibatan dunia usaha dan
dunia industri dalam tahap perencanaan menjadi
faktor strategis dalam memastikan kesesuaian
kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar
kerja. Hal ini mendukung hasil penelitian Agustin
& Permana (2020) dan Ahmad (2021).
Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri
dalam tahap perencanaan berperan penting
dalam menjamin keselarasan (link and match)
antara pembelajaran di SMK dan kebutuhan
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dunia kerja. Dalam konteks pendidikan vokasi,
keselarasan ini diwujudkan melalui kemitraan
antara sekolah dan industri, pelaksanaan praktik
kerja industri, penyelarasan standar kompetensi,

serta partisipasi industri dalam evaluasi
pembelajaran. Keberhasilan link and match
tercermin  dari lulusan yang  memiliki

keterampilan teknis, sikap profesional, serta
kesiapan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar
tenaga kerja (Anggraeni et al., 2026).

Namun demikian, temuan penelitian ini juga
mengungkap bahwa masih terdapat hambatan
dalam pelaksanaan manajemen sarana dan
prasarana pendidikan di SMK BLUD. Hambatan
tersebut meliputi keterbatasan  spesifikasi
peralatan akibat regulasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN), belum optimalnya peran
industri pada beberapa program keahlian, serta
prosedur penghapusan aset yang memerlukan
waktu relatif lama.

Keterbatasan kemampuan industri dalam
negeri untuk memenuhi tuntutan jumlah
produksi dan standar kualitas, telah menjadi
kendala dalam kebijakan pemenuhan TKDN,
sehingga tidak sedikit terdapat kasus kecurangan
berupa pemalsuan sertifikat (Ardiana et al.,
2025). Hal tersebut menyebabkan beberapa jenis
barang sulit untuk memenuhi TKDN, sehingga
menjadi kendala dalam pengadaan jenis barang
tersebut. Prosedur penghapusan aset yang
memerlukan waktu relatif lama, juga relevan
dengan hasil penelitian Nurohman et al. (2025)
yang menemukan Proses penghapusan barang
milik daerah (BMD) berupa buku paket di SMP
Negeri 4 Banyumas, memerlukan waktu yang
relatif lama, terutama ketika harus melalui
mekanisme lelang.

Kendala yang ada disikapi sekolah dengan
dengan memperkuat kemitraan  industri,
menyeleksi penyedia barang yang sesuai regulasi,
serta mengoptimalkan pengelolaan ruang
penyimpanan sementara. Kemitraan antara
pendidikan vokasi dan industri, melalui praktik
kerja industri, kelas industri, dan pengalaman
kerja  langsung, mampu  meningkatkan
kompetensi teknis dan digital siswa. Kolaborasi
ini juga menyelaraskan kurikulum dengan
kebutuhan industri sehingga lulusan lebih siap
kerja dan memiliki keterampilan yang relevan
(Hafid et al., 2025). sesuai ketentuan regulasi
atau melakukan penyesuaian spesifikasi alat
tanpa mengurangi fungsi utama pembelajaran
praktik. Langkah ini dilakukan agar kegiatan
pembelajaran tetap berjalan tanpa melanggar
ketentuan pengadaan.

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan
industri, sekolah memperkuat kemitraan dengan
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dunia usaha dan dunia industri melalui berbagai
program, seperti praktik kerja lapangan (PKL)
siswa, magang guru, serta sinkronisasi
kurikulum. Melalui intensifikasi kerja sama
tersebut, sekolah memperoleh masukan langsung
terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang
relevan dengan perkembangan industri.

Sementara itu, untuk mengantisipasi
lamanya proses penghapusan aset, sekolah
mengoptimalkan pengelolaan gudang
penyimpanan sementara dengan penataan yang
lebih sistematis. Upaya ini dilakukan untuk
menjaga agar barang yang sudah tidak
digunakan tidak mengganggu fungsi ruang
pembelajaran dan tetap tercatat secara
administratif hingga proses penghapusan selesai.

Secara keseluruhan, status BLUD
memberikan ruang bagi SMK untuk lebih mandiri
dalam pemeliharaan sarana prasarana melalui
pendapatan jasa layanan. Persamaan dengan
penelitian  terdahulu  adalah  pentingnya
kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola
aset, sementara perbedaannya terletak pada
fleksibilitas pengelolaan anggaran BLUD yang
tidak ditemukan pada sekolah reguler. Temuan
ini memodifikasi pandangan bahwa manajemen
sarpras sekolah negeri selalu kaku; dengan status
BLUD, manajemen sarpras menjadi lebih dinamis
dan berorientasi pada kemitraan industri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan sarana dan prasarana di SMK BLUD
telah dilaksanakan secara terencana dan
sistematis ssesuai dengan petunjuk teknis Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, yang
mencakup tahap perencanaan, pengadaan,
inventarisasi, pemanfaatan, hingga

penghapusan. Keterlibatan dunia usaha dan
dunia industri dalam tahap perencanaan menjadi
faktor strategis dalam memastikan kesesuaian
kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar
kerja. Hal ini mendukung hasil penelitian Agustin
& Permana (2020) dan Ahmad (2021).
Keterlibatan dunia usaha dan dunia industri
dalam tahap perencanaan berperan penting
dalam menjamin keselarasan (link and match)
antara pembelajaran di SMK dan kebutuhan
dunia kerja. Dalam konteks pendidikan vokasi,
keselarasan ini diwujudkan melalui kemitraan
antara sekolah dan industri, pelaksanaan praktik
kerja industri, penyelarasan standar kompetensi,

serta partisipasi industri dalam evaluasi
pembelajaran. Keberhasilan link and match
tercermin  dari lulusan yang  memiliki

keterampilan teknis, sikap profesional, serta
kesiapan kerja yang sesuai dengan tuntutan pasar
tenaga kerja (Anggraeni et al., 2026).
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Namun demikian, temuan penelitian ini juga
mengungkap bahwa masih terdapat hambatan
dalam pelaksanaan manajemen sarana dan
prasarana pendidikan di SMK BLUD. Hambatan
tersebut meliputi keterbatasan spesifikasi
peralatan akibat regulasi Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN), belum optimalnya peran
industri pada beberapa program keahlian, serta
prosedur penghapusan aset yang memerlukan
waktu relatif lama.

Keterbatasan kemampuan industri dalam
negeri untuk memenuhi tuntutan jumlah
produksi dan standar kualitas, telah menjadi
kendala dalam kebijakan pemenuhan TKDN,
sehingga tidak sedikit terdapat kasus kecurangan
berupa pemalsuan sertifikat (Ardiana et al.,
2025). Hal tersebut menyebabkan beberapa jenis
barang sulit untuk memenuhi TKDN, sehingga
menjadi kendala dalam pengadaan jenis barang
tersebut. Prosedur penghapusan aset yang
memerlukan waktu relatif lama, juga relevan
dengan hasil penelitian Nurohman et al. (2025)
yang menemukan Proses penghapusan barang
milik daerah (BMD) berupa buku paket di SMP
Negeri 4 Banyumas, memerlukan waktu yang
relatif lama, terutama ketika harus melalui
mekanisme lelang.

Kendala yang ada disikapi sekolah dengan
dengan memperkuat kemitraan  industri,
menyeleksi penyedia barang yang sesuai regulasi,
serta mengoptimalkan pengelolaan ruang
penyimpanan sementara. Kemitraan antara
pendidikan vokasi dan industri, melalui praktik
kerja industri, kelas industri, dan pengalaman
kerja  langsung, mampu  meningkatkan
kompetensi teknis dan digital siswa. Kolaborasi
ini juga menyelaraskan kurikulum dengan
kebutuhan industri sehingga lulusan lebih siap
kerja dan memiliki keterampilan yang relevan
(Hafid et al., 2025).

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan mengenai manajemen sarana dan
prasarana pendidikan pada SMK berstatus Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) di Daerah
Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan sarana dan prasarana telah
dilaksanakan secara terencana dan sistematis
sesuai dengan petunjuk teknis Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga. Tahapan manajemen
yang meliputi perencanaan, pengadaan,
inventarisasi, pemanfaatan, hingga penghapusan
telah dijalankan dengan mengacu pada prinsip
akuntabilitas dan kebutuhan pembelajaran
praktik.
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Perencanaan sarana dan prasarana pada
SMK BLUD diarahkan untuk mendukung
pembelajaran  berbasis ~ kompetensi  dan
pengembangan  teaching factory dengan
melibatkan dunia usaha dan dunia industri.
Pelibatan mitra industri sejak tahap perencanaan
berperan penting dalam menjaga kesesuaian
sarana dan prasarana dengan kebutuhan
kompetensi dunia kerja (link and match). Pada
tahap pemanfaatan, sarana dan prasarana tidak
hanya digunakan sebagai pendukung
pembelajaran, tetapi juga dioptimalkan sebagai
aset produktif yang mendukung layanan
pendidikan dan unit produksi sekolah.

Meskipun  demikian, penelitian ini
menemukan beberapa kendala utama dalam
pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain
keterbatasan spesifikasi alat akibat penerapan
regulasi Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN), belum optimalnya keterlibatan industri
pada beberapa program keahlian, serta prosedur
birokrasi penghapusan aset yang memerlukan
waktu relatif lama. Kendala-kendala tersebut
menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan
melalui pola BLUD belum sepenuhnya mampu
mengatasi kompleksitas regulasi pengelolaan
barang milik daerah.

Upaya yang dilakukan sekolah untuk
mengatasi kendala tersebut meliputi penguatan
kemitraan dengan dunia usaha dan dunia
industri melalui sinkronisasi kurikulum dan
program magang, pemilihan penyedia barang
yang memenuhi ketentuan regulasi, serta
optimalisasi pengelolaan ruang penyimpanan
sementara. Secara  keseluruhan, temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa status BLUD
memberikan peluang bagi SMK untuk mengelola
sarana dan prasarana secara lebih adaptif, namun
tetap memerlukan dukungan kebijakan yang
responsif agar pengelolaan aset pendidikan dapat
berjalan lebih efektif.

Berdasarkan simpulan penelitian, beberapa
rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai
berikut. Pertama, bagi Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta, diperlukan upaya penyederhanaan
prosedur atau pemberian pendampingan teknis
yang lebih intensif terkait penghapusan barang
milik daerah di lingkungan SMK BLUD. Langkah
ini penting untuk mencegah penumpukan aset
yang sudah tidak layak pakai dan menjaga
efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana
sekolah.

Kedua, bagi kepala SMK BLUD, disarankan
untuk terus memperluas dan memperkuat
jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan dunia
industri secara  berkelanjutan. Penguatan
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kemitraan ini diharapkan dapat mendukung
perencanaan dan pembaruan sarana dan
prasarana agar selalu selaras dengan
perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Ketiga, bagi pengelola sarana dan prasarana
sekolah, perlu dilakukan peningkatan
kompetensi dalam pemanfaatan sistem informasi
manajemen aset berbasis digital. Pemanfaatan
sistem tersebut akan membantu pemantauan
kondisi aset secara lebih akurat dan real time,
sehingga pengambilan  keputusan terkait
pemeliharaan dan pengadaan sarana dan
prasarana dapat dilakukan secara lebih tepat.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya,
disarankan untuk mengembangkan penelitian
dengan fokus pada analisis efektivitas
pemanfaatan pendapatan mandiri BLUD
terhadap pembiayaan pemeliharaan sarana dan
prasarana dalam jangka panjang, sehingga
diperoleh gambaran yang lebih komprehensif
mengenai keberlanjutan pengelolaan aset
pendidikan pada SMK BLUD.
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